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KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung; 
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
4.	 Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung; 
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Te1ukbetung; 
6. Masing-masing Kepala SKPD yang bersangkutan. 

Menunjuk dan menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tersebut pada lajur 3 
(tiga) sebagai pengelola dan penanggungjawab pelaksanaan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung tersebut pada lajur 2 (dua) 
Lampiran Keputusan ini. 

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah, Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu 
mempunyai kewajiban sebagai berikut: 
a.	 menyusun produk hukum baik berupa Peraturan Gubernur 

dan atau Keputusan Gubernur sebagai penjabaran dan atau 
petunjuk teknis Peraturan Daerah dimaksud; 

b.	 mensosialisasikan Peraturan Daerah dimaksud khususnya 
kepada subjek Peraturan Daerah; 

c	 menyiapkan sarana dan prasarana serta segala sesuatu yang 
diperlukan yang berkenaan dengan penerapanJtindaklanjut 
Peraturan Daerah tersebut; dan 

d.	 melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemangku 
kepentingan lainnya yang dipandang perlu dalam rangka 
pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud. 

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan InI sepanjang 
berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud diatur 
lebih lanjut oleh masing-masing Pimpinan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. 

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal:;IB-'" - 2014 
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LAMPIRAN :	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/ /B.III/HK/2014 
TANGGAL : 2014 

PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 

NO NAMAPERDA SKPD KET 
1 2 3 4 

I Peraturan Daerah Proviriai Larnpung Nomor 
II Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 
2012 

Biro Keuangan Setda 
Provinsi Lampung 

2 Peraturan Daerah Provinei Lampung Nomor 
12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Ketertiban Umum dan Ketenteraman 
Masvarakat 

Satuan Polisi Pamong 
Praja Provinsi 
Lampung 

3 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
13 Tahun 2013 tentang Pengumpulan 
Sumbanaan di Provinsi Lamoune 

Dinas Soslal Provinsi 
Lampung 

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
14 Tahun 2013 tentang Kerjasama Daerah 

Biro Otonomi Daerah 
Setda Provinsi 
Lamouna 

5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi 
Publik 

Dinas Komunikasi 
dan Informatika 
Provinei Lampung 

6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Keolahragaan 

Dinas Pemuda dan 
Olahraga Provinsi 
Lamouna 

7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Dinas Pertanian, 
Tanaman Pangan dan 
Hortikultura Provinsi 
Lampung 
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